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Henry Saragih
Ketua Umum
Serikat Petani Indonesia

Prakata

Pada kesempatan ini saya hendak mengucapkan
terima kasih kepada KEPAL, yang telah
menginisiasi pembuatan buku dalam rangka
kampanye dan advokasi kita bersama dalam
menjaga konstitusi Indonesia. Sebelumnya, pada
tahun 2021 ‘KEPAL’ juga telah menerbitkan buku
berjudul ‘Tiada Demokrasi Tanpa Prosedur
Demokratik — Salah Prosedur dan Salah Atur
Omnibus Law Cipta Kerja’, yang menjelaskan
latar belakang dari aliansi ‘KEPAL’, mengapa kita
menggugat, apa yang menjadi isi gugatan kita
terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan
gambaran-gambaran lainnya mengapa kita
melakukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi
(MK).

Dalam buku kedua ini, yang berjudul ‘Skandal
Omnibus Law UU Cipta Kerja’, ‘/KEPAL’ akan
memaparkan  bagaimana  dinamika dan
perjalanan dalam menggugat UU Cipta Kerja
melalui MK. Bagian-bagian dari buku ini
nantinya akan memuat seluk beluk mengenai
jalannya persidangan, dinamika yang terjadi,
sampai dengan hasil putusan yang dikeluarkan
oleh MK. Sebagaimana kita ketahui, gugatan uji
formil yang dilakukan oleh aliansi ‘KEPAL’” ke
MK merupakan kelanjutan dari aksi-aksi,
demonstrasi, petisi maupun protes yang telah
kita lakukan sebelumnya. Kita telah menyaksikan
bersama-sama  bahwa  pemerintah  tetap
bersikukuh untuk mengesahkan UU Cipta Kerja,
dan tidak mendengarkan protes, kritik, maupun
masukan yang telah kita sampaikan.

Karenanya, menurut kita langkah menggugat
melalui MK adalah pilihan yang terakhir untuk
menggagalkan UU Cipta Kerja. Kita ketahui
banyak pihak yang tidak yakin, dan tidak percaya
dengan langkah uji formil, maupun uji materiil,
ke MK. Banyak pihak juga menyangsikan bahwa
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MK akan berani mengeluarkan sebuah putusan yang memenangkan gugatan
dari rakyat, di tengah kekuasaan politik saat ini secara utuh mendukung
disahkannya UU Cipta Kerja.

Saya hendak mengulas secara singkat bagaimana UU Cipta Kerja merupakan
pembangkangan besar terhadap konstitusi negara ini. Dilihat dari aspek
prosedural UU Cipta Kerja sangat dipaksakan. Ini dilihat dari jangka waktu
yang sangat cepat yakni hanya memakan waktu kurang lebih 1 tahun bahkan
menggunakan waktu-waktu reses untuk pembahasannya. Lebih parahnya
lagi, pembahasan undang-undang ini bahkan menggunakan metode yang
belum diatur dalam peraturan pembentukan perundang-undangan di negeri
ini.

Sementara dari aspek substansi, UU Cipta Kerja merupakan manifestasi
kepentingan dari korporasi dan oligarki, yang jelas-jelas bertentangan dengan
kepentingan kaum tani, buruh, nelayan, masyarakat adat, masyarakat
perdesaan dan rakyat Indonesia lainnya. UU Cipta Kerja lantas mengubah 78
perundang-undangan yang ada, yang sebagian besar menyangkut hajat hidup
rakyat Indonesia mulai dari hak-hak petani, buruh, nelayan, dan masyarakat
umumnya. Isu yang terdampak dari UU Cipta Kerja pun beraneka ragam,
mulai dari agraria, pertanian, hubungan kerja, pendidikan, dan isu-isu
lainnya.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Alhamdulillah, MK
akhirnya memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Keputusan
ini tidak hanya merupakan kemenangan bagi kebenaran dan pengetahuan,
tetapi juga menunjukkan masih adanya hati nurani para hakim di MK.
Putusan inkonstitusional bersyarat berarti UU Cipta Kerja tidak berlaku lagi,
sampai adanya perbaikan secara prosedural dan yang paling penting adalah
secara substansi.

Hal ini juga yang menjadi inti gugatan kita di aliansi ‘KEPAL’, bahwa
meskipun kita mengajukan uji formil tetapi yang kita sasar adalah materiil
ataupun substansi dari UU Cipta Kerja. Ini hal penting yang menurut saya
harus kita ingat, bahwa putusan MK tersebut merupakan kemenangan besar
bagi kita, dan putusan yang dihasilkan terang-benderang, dan bukan putusan
yang multitafsir.

Tetapi pemerintah lagi-lagi bersikukuh untuk menjalankan UU Cipta Kerja
sekalipun sudah ada putusan dari MK tersebut. Hal inilah mengapa penting
bagi kita untuk terus menjaga kemenangan ini. Kita harus terus aktif mencatat
tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah karena tetap
memaksakan UU Cipta Kerja berlaku, begitu juga dengan upaya-upaya
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mendistorsi putusan MK tersebut.

Misalnya terkait argumentasi yang mengkhawatirkan bahwa akan terjadinya
kekosongan hukum apabila UU Cipta Kerja tidak diberlakukan. Kita harus
mengingatkan publik bahwa hal ini sesungguhnya tidak akan terjadi apabila
undang-undang yang sebelumnya terdampak dari UU Cipta Kerja kembali
diberlakukan. Misalnya terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, ini
harus kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Begitu pun juga dengan terkait
pangan, harus kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Langkah yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mengkonsolidasikan
kekuatan-kekuatan rakyat yang memiliki gagasan yang sama dengan Kkita,
yakni menolak UU Cipta Kerja. Tanpa adanya persatuan yang masif dari
gerakan rakyat, tentu kerja-kerja dan perjuangan kita ke depannya akan
menjadi lebih sulit. Hal ini mengingat kekuatan-kekuatan yang terus
membuat undang-undang yang meminggirkan rakyat Indonesia, terus
mengonsolidasikan kekuatannya. Lahirnya UU Cipta Kerja harus kita maknai
sebagai kelanjutan dari upaya tersebut. Bahkan tidak hanya undang-undang,
kekuatan ini juga hendak mengubah konstitusi kita, yang selama ini menjadi
dasar untuk perlindungan hak-hak Indonesia.

Bagi kita petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia, nelayan, dan
organisasi lainnya yang tergabung dalam aliansi ‘KEPAL’, kemenangan ini
bukanlah kemenangan yang pertama. Sebelumnya kita juga telah berhasil
menang, berhasil mempertahankan konstitusi kita, dalam menggugat
perundang-undangan yang mengabaikan dan meminggirkan hak-hak rakyat
Indonesia. Oleh karenanya, kita harus berbangga hati dengan perjuangan kita,
yang melahirkan putusan bahwa UU Cipta Kerja ini inkonstitusional
bersyarat.

Itulah mengapa saudara-saudara sekalian, perjuangan kita ini penting untuk
terus perkuat, agar konstitusi Indonesia tetap terjaga, dalam upaya untuk
melindungi dan menghormati hak-hak rakyat Indonesia untuk hidup
berkeadilan dan sejahtera. Terima kasih saya ucapkan atas perjuangan kita
bersama di aliansi “"KEPAL’ ini. Mari kita jaga kemenangan kita, dan mari terus
kita bangun dan gelorakan persatuan rakyat dalam menjaga konstitusi negara
ini.

Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis di dalam
buku ini, kepaa Gunawan, kepada para advokat yang berjuang bersama-sama
kita di dalam persidangan, dan para saksi maupun ahli/pakar tidak bisa saya
sebutkan satu-persatu. Berkat kerja keras kita bersama, yang sudah
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mencurahkan pikiran, perhatian, dan memberikan analisis/pendapatnya,
sehingga lahirnya putusan MK bagi UU Cipta Kerja ini.

Hidup Petani! Hidup Rakyat Indonesia!

Henry Saragih
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)
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Prakata

Buku yang sedang ada ditangan pembaca ini
adalah catatan proses perjuangan rakyat melalui
uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di
Mahkamah Konstitusi (MK) atau juga sering
disebut dengan Undang-Undang Sapujagat yang
disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020.
Kami sebagai pemohon menyadari bahwa uji
formil ke MK adalah proses panjang dan berat
tetapi dengan berdasar pada niat baik dan
kecintaaan pada bangsa dan tanah air Indonesia,
kami tempuh langkah besar ini. Mengapa?

) Dwi AStu'fi Karena Undang-Undang Cipta Kerja
Direktur E}<sekutlf menimbulkan kegelisahan luar biasa di kalangan
Bina Desa

rakyat dan akan menjadi payung hukum sah
untuk melanggengkan perampasan sumber
penghidupan dan ruang hidup rakyat di semua
sektor. Tanpa Undang-Undang inipun, berbagai
bentuk kekerasan yang berkaitan dengan
pengambil alihan secara paksa atas sumber
penghidupan dan ruang hidup rakyat terus
berlangsung di berbagai wilayah, apalagi jika
ditambah dengan Undang-Undang Cipta Kerja
yang  sekurangnya  mensinkronisasi = 79
Undang-Undang lainnya dan tak kurang dari
1.229 pasal yang disesuaikan.

Para pemohon adalah organisasi-organisasi yang
bekerja bersama rakyat yang hidupnya mayoritas
bergantung pada sumber agraria sehingga dapat
melihat dan merasakan mirisnya
Undang-Undang Cipta Kerja menjadi acuan
kebijakan. Bukan hanya soal substansinya yang
membahayakan dan jauh dari mensejahterakan
rakyat karena memberi karpet merah kepada
para pemilik modal untuk melakukan ekspansi,
eksplorasi dan eksploitasi ~ sumber-sumber
agraria. Tetapi juga proses penyusunannya
melalui Omnibus Law yang tidak aspiratif dan
terburu-buru; hanya membutuhkan waktu tujuh
bulan untuk menyelesaikan UU ini tanpa
memberi ruang bagi partisipasi rakyat. Padahal
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partisipasi rakyat menjadi syarat konstitusionalitas yang wajib dipenuhi dalam
pembentukan undang-undang. Wajar jika buku ini menyebutnya sebagai
skandal Omnibus Law Cipta Kerja. Jika UU Cipta Kerja ini dibiarkan
melenggang tentu akan menjadi preseden buruk dalam tatacara penyusunan
undang-undang kedepan karena sarat pelanggaran dalam prosedur
penyusunannya apalagi substansinya membahayakan keselamatan rakyat;
perempuan, anak, petani, nelayana, peternak, masyarakat adat, buruh, kaum
muda, difabel dllnya. Mereka akan disingkirkan oleh gemuruhnya liberalisasi
yang merampas sumber kehidupannya.

UU Cipta Kerja memberi pelajaran bagi kita semua bahwa siapapun dapat
melakukan pelanggaran konstitusional untuk mencapai tujuannya, bahkan
lembaga dan pejabat tinggi negara sekalipun! power tends to corrupt nyata
adanya. Oleh karena itu harus dilawan, dengan jalan konstitusional pula. Maka,
menjadi rakyat yang berpikir kritis dan adil, terdidik, terorganisir dan
independent demi tanah air tercinta adalah pilihan yang tidak bisa ditawar.
Tanpa banyak bicara, 15 organisasi serentak berkonsolidasi menyatukan
pikiran, mencari sekutu yang sehati dan menyusun langkah bersama
mengajukan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja hingga keluar
Putusan MK yang menyatakan bahwa “UU Cipta Kerja cacat secara formil
sehingga inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)”. Ini adalah
kemenangan besar yang patut disyukuri, rakyat yang selalu dicekoki untuk taat
konstitusi memilih jalannya sendiri mengoreksi kesalahan para pengurus
negeri.

Keputusan MK adalah antiklimaks dari pongahnya sosialisasi UU Cipta Kerja
yang disebut sebagai kebijakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat
bahkan dibanggakan sebagai kebijakan yang menghilangkan keraguan investor
untuk investasi di RI. Tetapi rakyat lebih jujur dan memperjuangkan kejujuran
itu hingga terbukti siapa yang tidak setia kepada konstitusi. Pengalaman
berharga ini kiranya dapat menjadi salah satu inspirasi bagi pihak-pihak yang
sedang dan akan menempuh uji formil di MK bahwa konsolidasi, pemilihan
advokat yang cerdas dan handal sebagai kuasa hukum serta saksi ahli yang
memiliki integritas adalah kunci dari kemenangan.

Terimakasih kami haturkan kepada seluruh pemohon, kuasa hukum serta saksi
ahli dan semua pihak yang telah mendukung upaya ini. Kita telah
membuktikan, tidak ada yang tidak mungkin, dimana ada persatuan selalu ada
kemenangan. Tetapi jangan lengah, masih banyak yang harus dikerjakan pasca
putusan ini. Tetap terjaga dan bergandeng tangan!.

Dwi Astuti
Direktur Eksekutif Bina Desa
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Ringkasan Eksekutif

Agenda sidang pengujian formil UU Cipta Kerja menjadi momentum untuk
membuka kembali ruang bagi publik agar usaha pembatalan UU Cipta Kerja
bisa terus dikembangkan. Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL)
merupakan kumpulan organisasi yang terdiri atas 15 organisasi yang konsisten
mengawal UU Cipta Kerja yang menjadi pemohon pengujian formil UU Cipta
Kerja di Mahkamah Konstitusi. Sebagai pemohon dalam sidang, KEPAL terus
mengikuti proses dan memantau perkembangan persidangan hingga putusan.

Melalui proses persidangan yang berlangsung dalam beberapa waktu, KEPAL
berkesimpulan dan membuktikan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja Cacat
Formil dalam beberapa proses : 1) Tahap Perencanaan (tanpa naskah akademik
dan tanpa melibatkan partisipasi publik), 2) Tahap Penyusunan, 3) Tahap
Pembahasan (pengambilan keputusan tingkat I dan II tanpa membaca RUU
Cipta Kerja, pengambilan tingkat I dilakukan diluar jam kerja/dini hari,
ketidakjelasan naskah karena berbagai versi dan tanpa partispasi publik), 4)
Tahap Pengesahan (ketidakjelasan RUU Cipta Kerja yang disahkan karena
terdapat berbagai versi) dan 5) Tahap Pengundangan (perubahan naskah UU
Cipta Kerja yang berbeda saat pengesahan dan pengundangan).

Pada hari Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi telah membacakan
putusan perkara pengujian formil UU Cipta Kerja. Di dalam persidangan
pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, yang diuji adalah proses
pembentukan UU Cipta Kerja, yang mana akhirnya Mahkamah Konstusi
memutuskan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat
apabila tidak dimaknai dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua tahun).

Bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat
menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja maka demi kepastian hukum
terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau
pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut
harus dinyatakan berlaku kembali. Juga untuk menghindari dampak yang lebih
besar terhadap pemberlakuan Cipta Kerja selama tenggang waktu 2 (dua) tahun
tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU ini yang berkaitan
hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih
dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru
serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan
kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada
norma UU Cipta Kerja yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional
secara bersyarat tersebut.
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